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Abstrak
 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuatkan Akta Jual Beli wajib menerima bukti

pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pembeli dan Pajak Penghasilan dari penjual.

Permasalahan utama dalam tesis ini yaitu, pertama bagaimanakah upaya preventif PPAT untuk menghindari

pengelakan pajak oleh para pihak yang akan melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah khususnya

melalui jual beli. Kedua, bagaimanakah sanksi untuk PPAT apabila para pihak yang menghadap tidak jujur

dalam memberikan keterangan mengenai harga transaksi jual beli tanah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimanakah upaya preventif yang dapat dilakukan oleh PPAT untuk menghindari pengelakan pajak oleh

para pihak yang akan melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah khususnya melalui jual beli dan

bagaimanakah sanksi yang dapat dikenakan untuk PPAT apabila para pihak yang menghadap tidak jujur

dalam memberikan keterangan mengenai harga transaksi jual beli tanah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan dapat menolak

membuatkan akta jika sudah mengetahui itikad tidak baik dari para pihak. PPAT tidak dapat

dipertanggungjawabkan dan tidak menerima sanksi akibat dari keterangan palsu mengenai harga jual beli

yang diberikan oleh para pihak. Penjual dan pembeli itu sendiri yang akan menerima sanksi administrasi

akibat kurang bayar pajak. Hanya saja PPAT wajib memberikan keterangan kepada Kantor Pajak apabila

diminta pada saat dilakukan pemeriksaan.

......Accredited Land Deed Officer (PPAT) must receive proof of payment of Land and/or Building

Acquisition Rights Duties (BPHTB) from buyer and Income Tax (PPh) from seller before making the deed

of sale and purchase. The main problems in this thesis are, first, how does preventive efforts of PPAT to

avoid tax evasion by the parties that will transact transfer of land rights particularly through sale and

purchase. Second, how does fine for PPAT if the parties that appears dishonest in giving information about

the price of sale and purchase on land transaction.

This research is conducted on juridical normative method, the purpose of this research is to seek information

about the question of how does preventive efforts of PPAT to avoid tax evasion by the parties that will

transact transfer of land rights particularly through sale and purchase and how does fine for PPAT if the

parties that appears dishonest in giving information about the price of sale and purchase on land transaction.

The result of this research shown that PPAT must apply the principle of prudential and able to resist making

the deed if already knows is not good faith of the parties. PPAT cannot be obliged and not received fine if

the parties dishonest about price of sale and purchase on land. The seller and buyer who will receive

administrative penalties due to less tax. It?s just PPAT is obliged to give information to the tax office at the

time the examination is done.
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